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PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh:

- Rudy, Zulkarnaen Ridlwan dan Siti Khoirivah
Abstraksi

amandemen UUD 1943 posisi desa memiliki arti penting dalam keikutsertaannya
buh kembangkan pembangunan di daerah. Berdasarkan keadaan empiris
sia, secara historis terdapat Desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya
wakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern
kelompok sosial. sejenis Desa atau masyarakat adat dan lainsebagainya,
enjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Oleh karena itu setelah
emiliki undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
esa semakin memiliki kewenangan dan kewajiban yang kuat tidak seperti halnya
masih menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu bentuk kewenangan
wgat penting adalah mengenai pengelclaan keuangan desa. Penelitian ini fokus
srencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan
wansi anggaran di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah
‘mormatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang sudah
ean fakta-fakta dilapangan. Keluaran dari penelitian ini adalah berupa sistem
aan pengelolaan keuangan desa yang terpadu.
i: Amandemen UUD 1945, Desa, Sistem perencanaan pengelolaan keuangan

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

si Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan NegaraKesatuan yang
Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang Dasar
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dibagi Atas daerah-daerah provinsi
=ah provinsi itu dibagi atas kabupaten dankota, yang tiap-tiap provinsi,
dan kota itu mempunyai pemerintahandaerah, yang diatur dengan undang-
Berdasarkan keadaan empirisindonesia, secara historis terdapat Desa yang
cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh

2gsa-negara modernterbentuk, kelompok sosial sejenis Desa atau masyarakat

Jainsebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan

‘Sntara Desa, kerajaan, ataupun negara sama-sama merupakan bentuk

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ia. 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan
), FH UII Press, Yogyakarta, him 361
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